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I.  LATAR  BELAKANG
Pemerintah  bersama DPR pada tanggal  2  Agustus 2000 telah mengesahkan lima perubahan Undang-undang Perpajakan,  salah satunya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.  Sehubungan dengan perubahan UU Perpajakan tersebut, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan yang mengalami perubahan, salah satunya adalah peraturan mengenai pengenaan PPh atas jasa konstruksi.  Sehubungan dengan jasa konstruksi tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 Tanggal 21 Desember 2000.  

Sebelum membahas mengenai PP 140 tersebut, ada baiknya melihat pengenaan PPh atas jasa konstruksi Tahun-tahun sebelumnya.  Sebenarnya menurut UU PPh sebelum maupun setelah dirubah, atas pembayaran berkenaan dengan jasa konstruksi merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 dan terdapat dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c, yaitu sebesar 15% dari perkiraan penghasilan bruto yang pada penghitungan akhir tahun dikreditkan dengan PPh yang terutang, dan perkiraan penghasilan bruto untuk jasa konstruksi tersebut adalah 10%  dan untuk jasa konsultan sebesar 40% dari penghasilan bruto yang berlaku sampai dengan 31 Desember 1996.

Mulai Tahun 1997 dengan adanya PP No. 73 tahun 1996 atas penghasilan dari jasa konstruksi dan konsultan dikenakan PPh yang bersifat final dan bukan lagi sebagai obyek pasal 23.  PPh Final yang terutang adalah sebesar 2% dari imbalan bruto atas jasa pelaksanaan konstruksi, dan 4% atas jasa perencanaan, pengawasan konstruksi, dan jasa konsultan.  Berdasarkan peraturan tersebut saat pajak terutang adalah saat diterima imbalan.  Pelunasan PPh Final tersebut melalui dua cara yaitu :

1. Melalui pemotongan oleh pihak ketiga dalam hal jasa diserahkan kepada pemotong pajak.

2. Melalui pembayaran sendiri dalam hal jasa diserahkan kepada bukan pemotong pajak.

Wajib pajak yang usaha pokoknya bergerak dibidang jasa konstruksi dan konsultan tidak lagi berkewajiban membayar PPh Pasal 25 karena atas penghasilannya sudah dikenakan PPh Final.  Namun demikian Wajib Pajak tersebut wajib menyampaikan laporan bulanan atas penghasilan yang diterima setiap bulan, dan tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh, beserta laporan keuangannya.  Apabila hanya memperoleh dari penghasilan jasa konstruksi atau jasa konsultan saja maka SPT Tahunan diisi Nihil, tetapi apabila menerima penghasilan lain maka wajib membuat laporan keuangan yang terpisah, dan penghasilan lain tersebut dimasukkan dalam  SPT Tahunan PPh.  Untuk kerugian tahun 1996 dan sebelumnya tidak boleh dikompensasikan ke tahun 1997 dan seterusnya karena telah dikenakan PPh Final.

Sedangkan mulai Tahun 2001 sehubungan dengan PP Nomor 140 Tahun 2000 Tanggal 21 Desember 2000, bahwa penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan tarif umum PPh, sehingga tidak lagi dikenakan PPh Final, namun apabila penghasilan tersebut diterima oleh Wajib Pajak yang memenuhi kualitas usaha kecil berdasarkan Sertifikat lambaga yang berwenang dan penghasilan yang diterima tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,- tetap dikenakan PPh final.

Dengan berlakunya PP 140 Tahun 2000 disebutkan pula bahwa PP 73 Tahun 1996 tidak berlaku lagi mulai Tahun 2001.  Berdasarkan PP 140 tersebut pembayaran PPh yang terutang adalah sebagai berikut :

1. Untuk yang tidak dikenakan PPh Final :

    a. Memalui pemotongan oleh pihak ketiga dalam hal jasa diserahkan kepada pemotong pajak , yang

        merupakan PPh Pasal 23, dan 

    b. Melalui pembayaran sendiri yaitu seperti wajib Pajak pada umumnya dengan membayar PPh pasal 25,

        dan pada akhir tahun wajib menghitung kembali PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh.

   Dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun, menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor    

   559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP 140 tahun  

   2000 bahwa kerugian tahun 2000 dan sebelumnya tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan 

   tahun  2001 dan seterusnya.

2. Untuk Jasa Konstruksi yang dikenakan PPh Final 

     Jasa konstruksi yang dikenakan PPh Final apabila penghasilan jasa konstruksi tersebut diterima oleh 

    Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi usaha kecil  berdasarkan sertifikat lembaga yang berwenang

    dan penghasilan yang diterima tidak lebih dari Rp. 1000.000.000,-.  Sedangkan PPh yang terutang dan

    pelunasannya adalah seperti pada PP.  73 Tahun 1996.  PPh terutang sebesar 2% dari penghasilan bruto

    untuk jasa pelaksanaan konstruksi dan 4% untuk jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi.     

    Pelunasan melalui pemotongan dan pembayaran sendiri dan bersifat final.

Sehubungan dengan berlakunya PP 140 tahun 2000 mulai tahun 2001, penulis akan menganalisis pelaksanaan pengenaan PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi, yaitu ditinjau dari segi hukum, akuntansi, dan segi prinsip-prinsip pengenaan perpajakan.

2.  ANALISIS PENGENAAN PPh ATAS JASA KONSTRUKSI
Dalam analisis ini akan dilakukan dari tiga segi yaitu dari segi hukum, akuntansi, dan segi prinsip-prinsip pengenaan pajak yaitu keadilan, kemudahan, dan self assessment.

2.1. Dari Segi Hukum
Dari segi hukum jasa konstruksi merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh setelah dirubah tahun 2000 maupun sebelum dirubah, dan tidak termasuk jasa yang dikecualikan dari pemotongan.  Sehingga seharusnya jasa konstruksi apabila diserahkan kepada pemotong pajak merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak final, tanpa ada pengecualian.  Namun menurut PP 140/2000 masih ada jasa konstruksi yang tidak dikenakan PPh final yaitu untuk wajib pajak yang memenuhi kualifikasi usaha kecil berdasarkan sertifikat lembaga yang berwenang dan penghasilan yang diterima tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,-.

Pengenaan PPh Final tersebut tidak menyebutkan secara jelas dasar hukumnya padahal segala pajak harus berdasarkan Undang-undang, hanya tersirat bahwa PPh final tersebut didasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2), padahal pasal 4 ayat (2) UU PPh tidak menyebutkan secara jelas mengenai jasa konstruksi.  Dengan demikian dari segi hukum pengenaan PPh Final tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.2. Dari Segi Akuntansi

Berdasarkan Akuntansi yang berlaku umum, khusus untuk usaha konstruksi diatur dalam PSAK No. 34, bahwa pengakuan pendapatan berdasarkan Metode Persentase Penyelesaian (Percentage of Completation) yaitu pendapatan kontrak dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba didistribusikan sesuai penyelesaian pekerjaan secara proporsional.  Penghasilan bruto diakui sebesar prosentase dari penyelesaian pekerjaan tersebut.

Sedangkan berdasarkan konsep dasar akuntansi yang dikemukan oleh Paton dan Letleton,bahwa usaha didirikan untuk kesinambungan secara terus menerus (Continuity of Activity), sehingga kegiatan masa sekarang dipengaruhi atau merupakan kelanjutan dari masa yang lalu  dan masa sekarang adalah kelanjutan dari masa sebelumnya.  Laporan keuangan tahunan hanya merupakan penggalan waktu dan dipengaruhi oleh masa-masa sebelumnya, sehingga laba yang diperoleh merupakan laba tahun ini ditambah laba sebelumnya atau dikurangi rugi tahun sebelumnya.

Berdasarkan PP 140/2000 untuk jasa konstruksi yang dikenakan PPh final, penghasilan diakui pada saat diterima, sehingga PPh terutang pada saat penghasilan tersebut diterima dalam bentuk uang.  Sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, bahwa penghasilan diakui sebesar prosentase penyelesaian pekerjaan.  Dari uraian di atas, bahwa pengenaan PPh final kurang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.  Sedangkan untuk pengakuan rugi tahun 2000 dan sebelumnya, bahwa rugi tersebut tidak boleh dikompensaskan untuk tahun 2001 dan seterusnya, tentu hal tersebut tidak sesuai dengan konsep dasar akuntansi bahwa kegiatan sekarang adalah kelanjutan dari usaha sebelumnya, sehingga seharusnya kerugian tahun sebelumnya tetap boleh dikompensasikan dengan  laba tahun selanjutnya, sehingga hal tersebut sesuai dengan konsep akuntansi yang ada.

2.3.  Dari Segi Prinsip Pengenaan Pajak

a.  Prinsip Keadilan

      Berdasarkan prinsip keadilan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuannya yang

      berarti bahwa bagi yang berpenghasilan kecil maka membayar pajak lebih kecil dibanding dengan yang

      berpenghasilan lebih besar.  Selain itu pajak yang dibayar seharusnya berdasarkan penghasilan netto

      yang diperoleh bukan dari penghasilan bruto.  Sedangkan dalam pengenaan PPh Final atas jasa

      konstruksi sebagai dasar penghitungan adalah penerimaan bruto dengan tidak mempertimbangkan

      penghasilan netto.  Andai saja anda wajib pajak memperoleh kerugian, maka tetap harus membayar

      pajak.

b. Prinsip Kemudahan
     Yang dimaksud kemudahan disini adalah mudah dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban

     perpajakan.  Untuk pengenaan PPh Final atas jasa konstruksi bagi wajib pajak kriteria usaha kecil

    dengan imbalan tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000.-, dari segi kemudahan untuk menghitung PPh

    Terutang mungkin dapat dibenarkan, dengan catatan bahwa wajib pajak tersebut hanya melakukan usaha

    jasa konstruksi atau konsultan.  tetapi kalau ada penghasilan selain dari jasa konstruksi dan konsultan

    maka wajib membuat laporan keuangan yang terpisah antara yang dikenakan PPh final dari jasa

    konstruksi/konsultan dengan yang tidak dikenakan PPh final dari penghasilan lainnya.  Wajib pajak yang

   masih awam dengan peraturan perpajakan akan merasa kesulitan karena harus membuat dua laporan

    keuangan dan harus memisahkan penghasilan dan biaya-biaya yang berhubungan antara keduanya. 

    Sedangkan bagi wajib pajak yang sudah paham mengenai peraturan perpajakan akan mengakibatkan

    peluang terjadinya penyimpangan pajak, karena bisa saja wajib pajak membebankan biaya-biaya yang

    lebih besar kepada laporan keuangan yang tidak dikenakan pajak final, dengan demikian penghasilan

    netto dari usaha jasa konstruksi menjadi lebih besar namun sudah dikenakan pajak final sehingga

    walaupun penghasilan nettonya besar tetap tidak ada tambahan pajak yang terutang, tetapi disisi 

    lain penghasilan netto dari usaha selain jasa konstruksi menjadi lebih kecil sehingga mengakibatkan 

    Pajak Penghasilan yang terutang yang dikenakan PPh dengan tarif umum Pasal 17 Undang-undang PPh

    menjadi lebih kecil.  

   Untuk wajib pajak jasa konstruksi yang tidak dikenakan PPh Final lebih mudah dalam menghitung PPh

   yang terutang , karena jika ada penghasilan selain dari jasa konstruksi dapat langsung digabungan dengan

   penghasilan tersebut.  Sedangkan dengan  berlakunya PP 140/2000, bagi pemotong pajak yang

   berkewajiban memotong jasa konstruksi akan menimbulkan kesulitan, karena harus menyediakan dua

  formulir sekaligus yaitu untuk final dan untuk PPh pasal 23 atas jasa konstruksi, sehingga tidak

  mempermudah pemotong pajak tapi malah mempersulit.

c. Prinsip Self  Assessment

    Yang dimaksud prinsip Self Assessment adalah bahwa wajib pajak diberi wewenang penuh untuk

    menghitung, menyetor, dan melaporkan penghasilan dan PPh yang terutang sendiri.  Dengan pengenaan 

    PPh Final atas  jasa konstruksi maka PPh  yang harus dibayar ditentukan tarifnya yang didasarkan pada

    peredaran bruto, bukan dari penghasilan netto.  Dengan demikian setiap wajib pajak yang mempunyai

    peredaran bruto walaupun usahanya rugi tetap membayar pajak, sehingga membatasi prinsip self

   assessment. 

3. PEMECAHAN MASALAH

     Dengan adanya pengenaan PPh Final  atas jasa konstruksi dan konsultan di atas timbul berbagai masalah

yang perlu dipecahkan sebagai berikut :

1. Terhadap kemungkinan wajib pajak yang masih awam menganai peraturan perpajakan terutama

     terhadap pengenaan penghasilan jasa konstruksi dan konsultan, maka tindakan sosialisasi

    peraturan perpajakan harus lebih digiatkan dan lebih memfungsikan Kantor penyuluhan pajak

    yang ada di kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

2. Terhadap wajib pajak kriteria usaha kecil sesuai PP 140/2000 yang dikenakan PPh final dan mempunyai

     Penghasilan lain selain dari jasa konstruksi dan ada kemungkinan untuk mengalihkan pembebanan biaya

    kepada penghasilan yang tidak dikenakan PPh final sehingga diharapkan Pajak Penghasilan yang terutang

    lebih kecil maka perlu dilakukan pengawasan yang efektif yaitu melakukan analisis terhadap laporan

    keuangan dalam SPT Tahunan PPh yng disampaikan.  Terhadap wajib pajak yang mempunyai perbedaan

    signifikan antara margin laba penghasilan yang dikenakan PPh final dengan margin laba atas penghasilan

    yang tidak dikenakan PPh final, dapat dilakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib

    Pajak.

3. Dari analiasis pengenaan PPh final atas jasa konstruksi, yang tidak sesuai dari segi Hukum, akuntansi, dan

    prinsip pengenaan Pajak, maka PPh final atas jasa konstruksi dan konsultan mestinya dihapuskan secara

    keseluruhan,  agar tidak ada pengecualian seperti PP 140/2000, artinya penghasilan dari usaha jasa

    konstruksi dan konsultan dihitung sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-undang Pajak penghasilan,

    dan apabila penyerahan jasa kepada pemotong pajak maka atas pajak yang dipotong pemotong pajak

    dapat dikreditkan dengan Pajak penghasilan yang terutang.  Dengan demikian wajib pajak yang

    penghasilan nettonya besar akan dikenakan pajak yang lebih besar dan wajib pajak yang penghasilan

    nettonya kecil akan dikenakan Pajak penghasilan yang lebih kecil.  Apabila wajib pajak mengalami

    kerugian maka tidak ada pajak penghasilan yang terutang, selain itu jika ada pajak yang lebih dibayar atau

   dipotong maka pajak tersebut dapat diminta kembali.  Untuk kerugian tahun 2000 yang tidak boleh

   dikompensasikan ke tahun 2001, perlu ditinjau kembali karena berdasarkan Pasal 6 UU PPh bahwa

   kerugian dapat dikompensasikan s/d lima tahun.  Dengan demikian untuk kerugian tahun sebelumnya

   seharusnya dapat dikompensasikan ketahun berikutnya, namun karena untuk tahun 1997 s/d tahun 2000

   telah dikenakan PPh final maka tahun kerugian tahun 1997 s/d tahun 2000 tetap tidak boleh

   dikompensasikan ketahun 2001dan seterusnya,  tetapi yang boleh dikompensasikan ketahun 2001 hanya

   untuk kerugian tahun 1996, karena pada waktu dikenakan PPh final sesuai  PP. 73/1996 kerugian tahun

   1996 tidak boleh dikompensasikan  selama dikenakan PPh final.  Dengan lebih menyempurnakan lagi PP

   140/2000 beserta peraturan pelaksanaannya guna menuju pengenaan pajak penghasilan yang tidak final

   secara keseluruhan dan memperhatikan kompensasi kerugian tahun 1996 diharapkan tetap dapat

   meningkatkan penerimaan pajak dengan atau tanpa pengabaikan Prinsip Hukum, Akuntansi, dan 

   Prinsip-prinsip Pengenaan Pajak.
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